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PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Manna  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat  dan  tanggal  lahir  Tanjung  Besar,  28  Februari

1990,  agama  Islam,  pekerjaan  xxxxxx,

pendidikan  SLTP,  tempat  kediaman  di  xxxx

xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxxx  xxxxxxx,  selanjutnya  disebut

Penggugat;

m e l a w a n,

Joni  Hermansya  bin  Kidulasim, tempat  dan  tanggal  lahir  Lubuk

Ladung, 19 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan

xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di

KABUPATEN  BENGKULU  SELATAN,

selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27

Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada

hari  Rabu  tanggal   27  Oktober  2021  dengan  register  perkara  Nomor

316/Pdt.G/2021/PA.Mna  telah  mengajukan  gugatan  yang  berbunyi  sebagai

berikut :.
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1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah

pada   hari  Selasa,  tanggal  7  Oktober  2008,  sebagaimana  tercantum

dalam Kutipan Akta Nikah nomor :   xxxx dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama  xxxxxxxxx  xxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxx,  tanggal  13

Oktober 2008;  

2. Bahwa,  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  membina  rumah

tangga di rumah milik orag tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxxx ilir, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sampai akhirnya berpisah;  

3. Bahwa,  setelah  menikah  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah

bergaul  sebagai  suami  istri  dan   memiliki  anak  1  orang  anak,  yang

 bernama   Sulia Puji Herma, umur 12 tahun, perempuan, sekarang anak

tersebut ikut Tergugat;  

4. Bahwa,  keadaan  rumah  tangga  pada  mulanya  rukun  dan  harmonis

kurang lebih selama 10 tahun, kemudian, sejak akhir tahun   2018 sering

terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;  

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering

terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;   

a. Tergugat  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  kepada

Penggugat;

b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat 

6. Bahwa, akibat dari  perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat

dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan September

2021  (Penggugat  pulang  kerumah  orang  tua  Penggugat,  sedangkan

Tergugat  tetap  di  rumah orang  tuanya)  antara  Penggugat  dan  Tergugat

telah berpisah lebih kurang selama 1 bulan;  

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah

tangga dengan Tergugat;  

Bahwa,  berdasarkan hal-hal  tersebut  di  atas Penggugat  merasa tidak

mungkin  lagi  untuk  meneruskan  rumah  tangga  dengan  Tergugat  dan  jalan

terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon
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kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;  

  

PRIMER ; 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;  

3. Menetapkan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan

perundang- undangan yang berlaku;

 SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa  pada  hari-hari sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  dan

Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Ketua  Majelis  telah  memerintahkan  Penggugat dan  Tergugat

untuk  menempuh  upaya  mediasi,  namun  sesuai  laporan  hakim  Mediator

(Mohammad Sholahuddin,  S.H.I.,  M.H.)  tanggal  9  November  2021,  ternyata

mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha

mendamaikan Penggugat  dan Tergugat agar kembali  rukun membina rumah

tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  diperiksa  pokok  perkara  dalam  sidang  tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  atas  gugatan Penggugat  tersebut,  Tergugat  mengajukan

jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

 Bahwa benar, dalil gugatan Penggugat nomor 1 sampai nomor 3;

 Bahwa tidak benar, dalil gugatan Penggugat nomor 4, ada pertengkaran

namun damai lagi, kembali bersama seminggu sebelum diajukan gugatan

ke Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami

istri;
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 Bahwa  benar  sebagian  penyebab  terjadinya  perselisihan  yang

disampaikan dalam dalil  gugatan Penggugat  nomor 5,  pada poin b saat

marah saja nada bicara Tergugat memang tinggi;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah pada tanggal 16 Oktober 2021,

pada awalnya Penggugat  hanya pulang ke  rumah orang tua  Penggugat

karena ada acara, namun sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama

dengan Tergugat;

 Bahwa atas petitum Penggugat, Tergugat keberatan bercerai dan tetap

ingin berumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa  atas  replik  Penggugat  tersebut,  Tergugat  mengajukan  duplik

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban Tergugat;

Bahwa  pada  agenda  sidang  pembuktian,  Penggugat  menyatakan

bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan

kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan

majelis hakim, Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa  oleh  karena  Penggugat  telah  mengakui  berdamai  dengan

Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka

Penggugat  selanjutnya  menyatakan  mencabut  gugatannya  dan  selanjutnya

mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat  telah mencabut  gugatannya,  maka proses

pemeriksaan  perkara  ini  dinyatakan  telah  selesai  sehingga  tidak  perlu  lagi

dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara

persidangan ini  dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.
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Menimbang  bahwa  dalam  dalil  permohonan  Penggugat  yang

menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan,

oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009  juncto Pasal  1  huruf  (b)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975,

karenanya  Pengadilan  Agama  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  serta

memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Penggugat, domisili Penggugat

dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, sesuai Pasal

66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  perkara  ini

merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan

untuk berdamai,  baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

tersebut tidak berhasil,  dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

ayat  (1)  dan  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009  jo  Pasal  154  ayat  (1)  Rbg  dan  Pasal  2  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  upaya  perdamaian  tidak  berhasil,

maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

sesuai  ketentuan  Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah

bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan
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karena  Tergugat  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  kepada  Penggugat  dan

berkata  kasar  kepada  Penggugat  sehingga  Penggugat  meninggalkan  Tergugat  dan

selama  berpisah  tempat  tinggal  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  ada

komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang,  bahwa  dalam  jawabannya  secara  lisan,  Tergugat  mengakui

sebagian adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara

Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) bulan karena Penggugat tidak mau lagi

tinggal dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  pada  agenda  sidang  pembuktian  Majelis Hakim  telah

berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan Penggugat menyatakan telah

kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, oleh karenanya perkara

ini tidak sampai pada tahapan pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat

dan  kembali  rukun  selayaknya  suami  isteri  maka  Penggugat  menyatakan

mencabut gugatannya; 

Menimbang,  bahwa  pencabutan  perkara  oleh  Penggugat  dilakukan

setelah sidang jawab-jinawab, maka Majelis Hakim menanyakan terlebih dahulu

tanggapan Tergugat untuk mencabut perkara dan Tergugat menyetujui, untuk

itu  maksud  Penggugat  untuk  mencabut  gugatannya  dapat  dikabulkan,  vide

Pasal 271 Rv;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  pencabutan  gugatan

Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pencabutan  perkara  ini  dilakukan

setelah  proses  persidangan  dilangsungkan  maka  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;  

2. Memerintahkan Panitera  untuk  mencatat  pencabutan perkara  tersebut

dalam register perkara;  

3. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah  Rp

370.000,00. (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);  

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

yang  dilangsungkan  pada  hari  Senin,  tanggal  06  Desember  2021  Masehi,

bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Qurratul

A'yuni, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I.

dan  Pinta  Zumrotul  Izzah,  S.H.I.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari

Senin,  tanggal  06  Desember  2021  Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  1

Jumadil Awwal 1443  Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kasvina Melzai, S.H.I, sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

Hakim Anggota

Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Ketua Majelis,

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.H.I

Perincian biaya :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 75.000,00

-  Panggilan : Rp 225.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10  .000,00  

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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